cnmmal sancﬁons,'czvzl penalttes or admmtstratwe sanctrons The promswns
of this sanction, .whether criminal,: cwll ‘or adminisirative is an option,
‘meaning no need to appl y all three but it can be chosen which are themost -
effective and most appropnate that the scope associated with the substance
of regulation. In faet, it is possible from a law enforcement legtslatwn wos
not needed any sanetions. Inclusion of sanctions should also be adjusted to
the substance set forthin laws and regulatwns are. For the substance of -
issues related to admmzstrafwe, administrative sanctions are most eﬁectwe
Administrative sanctions can be applied either through'the courts or throtigh
non-court ling, i.e. by administration officials. Adminustrative sanctions set
forth inthe legislation most relevant to the licensing issues and implemented .
by the authorities (bodies) administration authorized toissue such permits.
Administrative sanctions zmposed by administrative authorities are often
related with violations of licensing requirements. An admmtstratwe sentence
needs a legal basis with the possibility for the sentences per‘son the have
a legal effort to sue the administrative sanction. : :

Reywords: law enforcement, provision of sanctions

Abstrak

Peiaksanaan peraturan perundang- -undangan tidak akan efektif apablla
tidalk disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap
suatu. peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam
bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang
dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atall sanksi administratif.
Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif
merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya
diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling
tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan
sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-
undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Pencantuman
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sanksi juga harus disesuaikan dengan siubstansi. yang diatur dalam

. peraturan perundang-undangan tersebut. - Untuk-substansi yang

berkaitan dengan ‘masalah administratif, :sanksi adminisratiflah vang
‘paling efektif. Sanksi'administratif dapat diterapkan baik melalui jalur
pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat .
. administrasi. Sanksi adminjstratif yang dituangkan dalam peraturan -
perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan
“dan dilaksanakan oleh pejabat. (badan) administrasi yang berwenang
-mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang =
~-dijatuhkan:oleh: pejabat radministrasi-sering: dikaitkan ‘dengan -
" pelanggaran terhadap persyaratan perizinan. Setiap pengenaan. sariksi
~administratif harus.ada.dasar ‘hukumnya dan disertai ‘dengan
kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk. mengajukan upaya’
hukum yaitu gugatan. terhadap sanksi administrasi tersebut. . E
Kata kunci: penegakan hukurm, ketentuan sanksi

A. Pendahuluan - . | .
' Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan
efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum terhadap ‘'suatu peraturan perundang-
undangan:bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya
dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi
pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Namun,
penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-
undangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan
sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan. Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu
pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur
pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan
ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu
untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak
dipenuhi, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh
sesuatu (hak) yang mestinya kita peroleh apabila syarat
tersebut dipenuhi.

Sebagai contoh, apabila suatu peraturan perundang-
undangan menentukan bahwa untuk memperoleh izin
mendirikan bangunan (IMB} harus dipenuhi persyaratan
tertentu. Apabila kita memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita akan
memperoleh IMB tersebut. Akan tetapi apabila kita tidak
memenuhinya, maka sanksinya adalah kita tidak akan
memperoleh IMB tersebut. Tidak diperolehnya IMB tersebut
merupakan sanksi karena kita tidak memenuhi persyaratan
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& '.:?_::-_yang;_. d1tentukan dala;

' :pemndang undangan mempakan _.Suatu op31 _]1ka dzperlukan =
‘termasuk ketentuan p1dana Oleh karena'itu, - dalam. lampiran
_:Unda_ng Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
-Peraturan Perundang undangan ~ditentukan . ‘bahwa
_-pencantuman Kketentuan pidana dalam peraturan perundang— _
undangan adalah jika diperlukan. -

; ;Sa'n'kéi Admihié_zréﬁfséb};ga'i sma;a“smu kiis'tmxﬁen:peuegak_k_ Hq_kufh .

Pencantuman sanksi juga- harus dzsesualkan dengan

:substanm yang diatur dalam peraturan perundang-undangan -
tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan
dijumpai -pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat
sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak 'sesuai akan
mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk
menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil:-gunanya. Hal
ini sesuai.dengan salah satu-asas yang harus dipenuhi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas
kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya,
dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersebut karena tidak sesual dengan lingkup
substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan.

Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam

penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan
merupakan pilihan yvang lebih tepat dan efektif dibandingkan
dengan sanksi pidana. Apabila substansi peraturan perundang-
undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak
tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana.
Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar
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| .-"-:'peraturan perundang undangan dapat berlaku secara efektn_ o

- selalu disertai dengan sanksi: pidana. Untuk substansr

L onyang: berkaltan dengan ‘masalah- admmistra‘tu sanks1-'

S adminisratiflah’ yang paling efelctif, - i il
o ' ank31 perdata diterapkan apablia penegakan peraturan

" "'_:j-memmblﬂk&n kerugian akan ‘mengganti kerugian tersebut
“sesuai: dengan kerugzan yang dxdentanya Kerug1an yang

- -'3.:t1mbu1 sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-

._undangan dapat dzselesazkan balk melalm Jalur pengadﬂan- '

-maupun mnon-pengadilan.’ : .

Sedangkan sanksi’ admzmstratlf dapat dlterapkan bauk
-melaim jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakm
oleh ‘pejabat administrasi. Sanksi administratif yang
d1tuangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan
terkait- dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh
pejabat:(badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan
perizinan ‘tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh
pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran
terhadap persyaratan penzman :

B.. Tujuan pemberian sanksi administratif

Secara umum, sanksi dalam peraturan peraturan
perundang undangan termasuk juga sanksi administratif,
biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari
suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan,
perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma
yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib
(kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam
penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan
ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan,
termasuk sanksi administratif. Pertama, sebagai upaya
penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang
mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan
pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam
penegakannya apabila tidak disertai dangan sanksi. Pemberian
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= j:_-ﬂ_sankm akan memudahkan penegakan norma tersebut da.n pada'
L ;-f.gﬂlrannya kita akan: mehhat kedayadunaan/ kehasﬂgunaan'_'
-""_.peraturan perundang undangan tersebut Selain 1tu,’ -

-pencantuman sanks1 juga merupa_kan upaya agar seseorang

_'3 .menaat1 ketentuan peraturan perundang unciangan

Kedugz; memberikan ‘hukuman bag1 siapapun yvang
__'_-meiakukan pelang aran atas suatu norma’ peraturan

__-_perundang undangan Orang yang melakukan pelanggaran--

~Catas:suatu.norma memang: ‘sudah sepantasnya dlberlkan_

_'.'j_hukuman sesuai dengan berat/rmgannya pelanggaran
iE tersebut Hukuman tersebut menjad1 sepada_n/tepat apabila

s orang ter sebuL “nemanc secara. sengaja; melakukan
__ .-'peianggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan
_ _'pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan:bahwa orang
tersebut memang mempunyai niat/: itikad tidak baik, sehingga
- -orang tersebut -pantas untuk mendapaL hukuman/ ganjaran
yang setlmpal . Sty : : . B.d
© Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembal1
: .pelang garan hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan
- orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam
“hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraan.
Keempat, mencegah pihak-lain -untuk melakukan
pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi
diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum.
Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar
seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

C. Jenis dan penerapan sanksi administratif

- Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang
paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif
yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila
dibandingkaen dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan
lingkup substansinya, suatu peraturan perundag-undangan tidak
perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena
belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di
atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan
perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.
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el Berdasa:kan ‘pengamatan dariberbagal peraturan
coperundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi

administratif, yaitu:: .
a.Peringatan /teguran lisan;-
b. Peringatan/teguran tertulis; - . S
...¢. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/ politie
. dwang); S e
~.-d.. Penarikan kembali keputusan. yang: menguntungkan:
~¢.Denda administratif;y” i oo
- :f. Pengenaan uang paksa (diwangsom). : :
.+ .Peringatan /teguran lisan merupakan sanksi administratif
~yang paling ringan dan lazimnya peringatan /teguran lisan
merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap
‘sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi
~administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya,
~untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat
dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi
wadministratif yang teringan, lazimnya dilakukan peringatan
terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah
dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru
diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup
berat. Dalam bidang kepegawaian, dan kemungkinan juga di
bidang lain, sanksi administratif berupa peringatan/teguran
lisan sering ditulis dalam bentuk surat sehingga dilihat dari
bentuknya bukan lagi lisan tapi tertulis. Berdasarkan
pengamatan biasanya dalam bagian perihal surat tersebut
disebutkan “Perihal: peringatan/teguran lisan.” Mengapa
dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun jenisnya lisan?
Hal ini untuk lebih mempermudah pembuktian, karena kalau
dilakukan secara lisan sangat sulit pembuktiannya. Kalau
dilakukan secara tertulis dapat didokumentasikan sehingga
mempermudah pembuktiannya. Pemberian sanksi administratif
berupa teguran/peringatan lsan hisa dilakukan lebih dari satu
kali, baru setelah itu dilakukan pemberian sanksi administratif
tahap berikutnya.

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis
biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah
diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan
lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan
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o _._'benkﬁmya yancr agals. 1eb1h berat

'Sah.ksiAdmir{ist:a'tif sebagéi Salah Sétu_inétmmen Penegakkan Hui-curﬁ . '

ang dﬂanggar belum d11akukan perbalkan Sama ciengan_
Sa

ks1 admm1strat1f teguran/permgatan hsan, sanksi

= adrmmstraﬁf teguran/ penngatan tertulls juga bisa- dz,la.kukan S

untuk 1eb1h dari-satu kalis ‘Dalam berbagal peraturan
'_perundang~undanga11 ‘sering: d1persyaratkan untuk menuju
__pada sanksi: -administratif yang. lebih- berat harus 'dldahului
) dengan teguran/permgatan (lisan atau tertuhs) terlebzh_'_'
dahulu; kecuali dalam: keadaan yang sangat mendesak. .
lah itu baru dlbemkan San_ks1_ admmlstratzf tahap

Hal-hal yang perlu d1tuangkan dalam teguran/ pemngatan
tertuhs antara lain permtah vang jelas ‘apa yang harus -
dﬂakukan olel orang yang diberi teguran/peringatan tertulis
agar. pejabat administrasi negara tidak sampai.pada
pengambilan, tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan
secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum,
artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut
mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa
konsekuensinya jika tidak dilakukan. , : .

Teguran/peringatan tertulis juga memuat secara pasti
ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang
dilanggar.: Perintah .yang dituangkan dalam teguran/
peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di
luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pejabat
administrasi negara harus mengetahui pasti norma/ketentuan
mana yvang dilanggar. Dalam teguran/peringatan tertulis
tersebut harus ditentukan berapa lama jangka waktu yang
diperfukan untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini
berarti bahwa pejabat administrasi negara juga belum bisa
melakukan tindakan nyata selama masih berada dalam jangka
waktu yang ditentukan.

Adresat yang diberikan perintah juga harus pasti (jelas),
karena terkait dengan orang yang dapat mengakhiri
pelanggaran yang dilakukan. Biasanya, orang tersebut adalah
yang melakukan pelanggaran {pelanggar), tetapi bisa juga orang
lain yang tidak melakukan pelanggaran. Hal lain yang perlu
dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis adalah
mengenai pembebanan biaya. Apabila ada biaya yang
diperlukan oleh pejabat administrasi negara dalam melakukan
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- tindakan dan biaya tersebut dibebankan kepada pelanggar,

- maka harus dicantumkan secara eksplisit. Dengan syarat.

.. syarat diatas, dimaksudkan bahwa pej abat administrasi negara
. sebelum memutuskan untuk dilakukan tindakan nyata harus

Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politic
 dwang) merupakan tindakan nyata (feitelijke handelingen) dari
~Pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan
 yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
+ atau melakukan sesuatu yang scharusnya ditinggalkan olech
* seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Tindakan ini merupakan tindakan langsung darim
‘pejabat administrasi negara. Tindakan nyata tersebut
dilakukan:oleh pejabat administrasi negara dalam rangka
--i__né_nyesuaikan ‘keadaan nyata yang telah ditentukan dal_aﬁl
peraturan perundang-undangan, manakala warga negara
melalaikannya. Kewenangan pejabat administrasi negara
untuk ‘melaksanakan tindakan nyata tersebut merupakan
konsekuensi dari tugas pemerintah bahwa pejabat
administrasi negara dibebani tugas untuk melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 1
- Tindakan paksa pemerintahan tersebut dalam praktik
sangat bervariatif. Misalnya, perintah pengosongan tanah bagi
orang yang memanfaatkan tanah tanpa izin. Selain itu, ada
juga variant yang lain yaitu perintah penghentian pekerjaan
pembangunan, tindakan penyegelan, pembongkaran terhadap
bangunan tanpa izin atau dengan izin tetapi terdapat
pelanggaran fisik. Penertiban pedagang kaki lima, pemulihan
atas pelanggaran pencemaran lingkungan, penghentian usaha
atas pabrik yang mencemari lingkungan, dan lain sebagainya.
Sebelum digunakan istilah tindakan paksa pemerintahan
{(bestuursdwang) ada istilah lain yang maksudnya sama, yaitu
tindakan paksa kepolisian (politiedwang). Mengapa sekarang
dipilih istilah bestuursdwang ketimbang politiedwang adalah
untuk mengakhiri kesalah-pahaman yvang dapat ditimbulkan
dari kata politie dalam istilah politiedwang (paksaan kepolisian).
Dalam kaitannya dengan politiedwang, sebetulnya sama sekali
tidak perlu ada pelibatan polisi dalam pelaksanaan tindakan
paksa tersebut. Polisi akan dilibatkan apabila diperkirakan
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o SanksiA&miniéﬁaitifsel&a’géé Sa'z'aiz' Satu [nstrumen Penegakkan Hulum

'_;ada neriawanan fzsﬂk atau terdapat alasan lam yang_'-'_ .
Coem meriukan bantu.an'- p'ohs _m1sa1nya pengawalan atau'-"
.'-'pen_]agaan e : ' I S
‘Dari ureuan ciz atas meslupun 1stﬂahnya tmdakan paksa_.'_ .
B te Lapl tidak: seialu chkeutkan dengan. paksaan fisik. Pemaksaan_ .
_ “di sini- 1eb1h mengarab pada paksaan oleh pemermtah (vang

: _enang) kepada_ orang yang:

; :.:_peraturan perundang undangan - untuk memenuhi atau_j._

aat1._1«:etentuan peramran perundang—undangan Paksaan
| - meru aya. thir apabila: orang yang
S _mengabalkan peraturan perundang—undangam tersebut udakf-.
';_mau secara sukarela menaatinya. . _— V adbh N\
~‘Pada prinsipnya, ‘pelaksanaan. bestuursdwang berbeda
'dengan pengenaan pidana. Bestuursdwang terkait dengan
tindakan paksa untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan, bukan penindakan pada pelanggar. Sedangkan
pengenaan pldana d1kandung maksud untuk menambah
Ipenderltaan tidal . dem1k1an halnya dengan bestuursdwang.
Hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaan bestuursdwang tidak
dirasakan sebagal “pidana” oleh warga. Dalam prakitik, bisa
saja terjadl bahwa suatu tindak pidana dapat diikuti baik oleh
bestuursdwang maupun tindakan hukum pidana. Misalnya,
pedagang racun ilegal. Pertama, terhadap pedagang tersebut
dapat dikenakan tindakan paksa pemerintiahan berupa
pemusnahan racun tersebut karena sangat membahayakan
dan dapat disusuli dengan penuntutan oleh kejaksaan.
 Pelaksanaan bestuursdiwang merupakan suatu wewenang,
bukan kewajiban. Dengan demikian, bestuursdwang harus
dilakukan oleh pihak yvang berwenang. Orang perseorangan
atau  organisasi masyarakat tidak bisa melakukan
bestuursdiwang. Pihak ketiga, baik orang perseorangan maupun
organisasi masyvarakat, dapat memohon kepada pihak yang
berwenang untuk menerapkan bestuursdwang terhadap
tindakan/keadaan ilegal yang mengganggu mereka. Dari
uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga tidak
bisa melakukan bestuursdwang, merecka hanya bisa
mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara
untuk melakukan bestuursdwang. Penolakan oleh pejabat
administrasi negara untuk melakukan bestuursdwang
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e mengandung a.rtl ‘bahwa pejabat’ admini_é%:asi negara tersebut
“telah ‘menolak untuk mengeluarkan keputusan administrasi
-negara. Pihak ketiga tersebut dapat menempuh upaya hukum

~sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e
. Yang perlu diperhatikan  adalah bahwa ~sebelum
‘melaksanakan bestuursdwang, pejabat ‘administrasi negara.

- harus mempertimbangkan semua kepentingan yang terkeait,

- Pejabat  adniinistrasi ‘negara .dalam melaksanakan

‘bestuvirsdwang selayaknya tidak menimbulkan kerugian vang

- ‘berlebihan bagi yang berkepentingan.  Pembongkaran/ -

‘pengosongan bangunan atau penertiban pedagang kaki lima

tidak perlu dilakukan secara kasar. Perabot rumah dan barang

dagangan’ yang terkena ‘tindakan penertiban harus
diperlakukan secara hati-hati, barang-barang berharga tidak
boleh ditinggalkan tak terjaga. o =

o Jenis Sanksi'admin_istratif vang lain adalah penarikan

kembali keputusan yang menguntungkan. Ada 2 alasan

mengapa suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik
kembali, yaitu: © '

1) yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan,

- persyaratan, atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau
pembayaran;

2) yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan
untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah
memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak
lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan
secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang
diberikan akan lain.

Penarikan keputusan lazimnya juga dituangkan dalam
bentuk keputusan, sehingga penarikan kembali keputusan
merupakan keputusan baru yang berisi penarikan kembali dan
menyatakan tidak berlaku keputusan terdahulu. Sebagai suatu
keputusan, maka konsekuensi yang timbul dalam keputusan
bisa juga timbul dalam keputusan penarikan kembali
keputusan. Apabila keputusan penarikan kembali tersebut
menimbulkan kerugian, maka terhadap keputusan tersebut
dapat ditempuh upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.
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Sanksz admmistratzf lamnya adalah denda admzmstrat1f :
-'-_'_.Sa_nkm dendaf_ adrmmstratlf_ bariyal{ dltemukan dalam hukum'-:__'f.f_f: _

nger .

i ‘tegas dalam péréturan :perundahg'undangan Dalam.ﬂ_*:""
5 _}pada beberapa___-

T paksa (dwang

paksa ‘pemerintahan (bestuursdwang). Pengenaan sanksi uang
paksa ini pun sama seperti pengenaan denda administratif,
yakni harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan
perundang-undangan. Karena merupakan alternatif/pengganti
dari upaya paksa pemerintahan (bestuursdwang), maka
kewenangan untuk menetapkan uang paksa melekat pada
pejabat administrasi negara yang berwenang mengenakan
upaya paksa pemerintahan (bestuursdwang}. Pengenaan uang
paksa akan dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan
(bestuursdwang) secara praktis sulit dilakukan atau upaya
paksa pemerintahan (bestuursdwang) tersebut dianggap terlalu
berat. Uang paksa tersebut bisa ditentukan setiap kali
pelanggaran diulangi lagi atau setiap hari/waktu tertentu yang
ditentukan dan akan hilang apabila pelanggaran tersebut
diulangi lagi atau setiap hari apabila pelanggaran tersebut
masih tetap berlanjut.

Dari sisi penerapannya, sanksi administratif sebetulnya
lebih efektif ketimbang sanksi pidana, karena sanksi
administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat
administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih
dahulu, asal persyaratan yang ditentukan tidak ditaati atau
dilanggar. Sedangkan sanksi pidana harus menunggu adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Sudah barang tentu proses penjatuhan sanksi pidana
akan memerlukan waktu yang cukup panjang.
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ang_terakhxr adalah sanksi: admm stranf 'yang '.berupa-'__'-_-f
'm) Pengenaan ua_ng pa.ksa oleh pejabat/
‘badan administrasi negara ‘merupakan bentuk sanksi
admmlstraﬂ modern sebageu alternatif untuk penerapan upaya .
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D Penutup _ SR : _ S . .

“Hal . ‘yang pentmg terka_tt dengan sa.nkm admmistratlf ini
jadalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus
‘ada’ dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkman bag1
 yang terkena sanksi untuk menga;ukan upaya hukum. Bagx
....._'yang pejabat administrasi negara yang akan' mengenakan
:3sanks1 admzmstratzf harus memastikan bahwa betul-betul
“telah tergadl pelanggaran ‘atas ketentuan peraturan
' :3perundan6 -undangan dan pada waktu menerapkan sanks1 '

.tersebut telah’ d1perhat1kan / dlpertlmbangkan betul asas-asas

umum pemermtahan yang baik, misalnya asas kecermatan
'asas kepastlan hukum ‘asas kesezmbangan dan sebageunya
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